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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penjelasan
Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Rencana Aksi Satu
Data Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data
pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu,
dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan
dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui
pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan
menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang
selanjutnya disebut Satu Data Indonesia di Daerah adalah kebijakan
tata kelola Data pemerintah di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan
kebijakan Satu Data Indonesia..

Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data. Penjelasan ini
berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek sebagai berikut : 1)
Pendahuluan, 2) Penyelenggara Satu Data Indonesia, 3) Rencana Aksi
Satu Data Kabupaten Sukoharjo. Hasil telaahan tersebut digunakan
sebagai landasan untuk merumuskan materi Rencana Aksi Satu Data
Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026.

Kami berharap semoga Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo Tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2026 1ini, baik dari sistematika maupun
muatan sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga
memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Bupati ini.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah ~membantu dalam  penyiapan  sampai
penyelesaian penjelasan ini. Penyusun sadar bahwa penjelasan ini
masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan
guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan.

Sukoharjo, 1 November 2025.

Tim Penyusun,
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi
berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat,
tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan
sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau
situasi.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data
pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses
dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah
melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data,
dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sukoharjo
yang selanjutnya disebut Satu Data Indonesia di Daerah adalah
kebijakan tata kelola data pemerintah di Kabupaten Sukoharjo
sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.

Data yang akuntabel, berkualitas, dan mudah diakses
merupakan hal mendesak yang diperlukan bagi seluruh pelaksana
dan mitra pembangunan di Instansi Pusat maupun Daerah dalam
mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi
pembangunan berbasis data. Hal ini menuntut perbaikan Tata
Kelola Data Pemerintah menjadi semakin mendesak dan penting
untuk segera diwujudkan untuk mendukung Transformasi Digital
Pemerintah termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Semangat yang mendasari kesadaran akan pentingnya data
diupayakan pemerintah melalui penetapan Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia, pengaturan Satu Data Indonesia
dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data
yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam
mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian
pembangunan.

Dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas,
penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan
4 (empat) prinsip Satu Data Indonesia, meliputi:

a. Data harus memenuhi Standar Data, meliputi konsep, definisi,
cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan;



b. Data harus memiliki Metadata, yaitu informasi terstruktur yang
digunakan untuk menjelaskan isi dan sumber data untuk
mempermudah pencarian, penggunaan, dan pengelolaan;

c. Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, yaitu
memiliki kemampuan dipertukar atau bagipakaikan antar
instansi dan sistem yang saling berinteraksi; dan

d. Data harus menggunakan Kode Referensi, yaitu rujukan
identitas data yang bersifat unik, dan/atau Data Induk, yaitu
data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis
Pemerintah.

Salah satu hal penting dalam percepatan penyelenggaraan
Satu Data Indonesia adalah terwujudnya kolaborasi dan sinergi
antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Upaya penguatan sinergi
lintas instansi dihadirkan melalui Forum Satu Data Indonesia, baik
di tingkat Pusat maupun Daerah. Forum Satu Data Indonesia
merupakan wadah yang menampung gagasan dan pembahasan
terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta penyelesaian
permasalahan terkait data. Dalam mendukung tercapainya data
sesuai Prinsip Satu Data Indonesia, forum juga bertugas untuk
membahas dan menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia.

Sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 39
Tahun 2019, Rencana Aksi adalah rencana program dan kegiatan
terkait Satu Data Indonesia yang disepakati bersama di Forum Satu
Data Indonesia. Rencana Aksi Satu Data Indonesia dapat
mencakup:

a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;

b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;

c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan
penyebarluasan data; dan

d. kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya Data yang sesuai
dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Aksi Satu Data
Indonesia yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022
tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-
2024, diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan Satu Data
Indonesia yang terencana dan sinergis di tingkat Pusat dan Daerah.
Untuk mendukung Rencana Aksi tersebut, Penyelenggara Satu Data
Kabupaten Sukoharjo perlu menyusun Rencana Aksi Satu Data
Indonesia Sukoharjo Tahun 2026 yang mengacu pada Rencana Aksi
Satu Data Indonesia, yang selanjutnya disebut REAKSI
SUKOHARJO TAHUN 2026, memuat program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan di Tahun 2026.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1.

Perlu adanya percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia
dengan mewujudkan kolaborasi dan sinergi antara Instansi
Pusat dan Instansi Daerah. Upaya penguatan sinergi lintas
instansi dihadirkan melalui Forum Satu Data Indonesia, baik di
tingkat Pusat maupun Daerah. Forum Satu Data Indonesia
merupakan wadah yang menampung gagasan dan pembahasan
terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta penyelesaian
permasalahan terkait data.

Rencana Aksi Satu Data Indonesia diharapkan dapat
mewujudkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang
terencana dan sinergis di tingkat Pusat dan Daerah. Yang
didalamnya memuat program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan di Tahun 2026.

C. Tujuan Penyusunan

Maksud disusunnya Rencana Aksi Satu Data Indonesia

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 diharapkan dapat mewujudkan
penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang terencana dan sinergis
di tingkat Pusat dan Daerah. Yang didalamnya memuat program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2026.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Aksi Satu Data

Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 adalah untuk:

1.

Menjadi pedoman pedoman penyelenggaraan Satu data
Indonesia Kabupaten Sukoharjo tahun 2026;

Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam
rangka penyelenggaraan Satu data Indonesia Kabupaten
Sukoharjo tahun 2026.

D. Dasar Hukum

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);



10.

11.

12,

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 307);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 47)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor
46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2024 Nomor 44).



BAB II
POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2026 memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia disebutkan bahwa Rencana program
dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana
aksi Satu Data Indonesia.

B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

bahwa dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Sukoharjo,
perlu  mengatur penyelenggaraan tata kelola data guna
mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu,
dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan
dibagipakaikan.

2. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan

alasan Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026, antara lain :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

C.

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Batang dengan mengubah Undang-Undang
No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3683);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
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Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
307);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
300);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 47)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati
Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data
Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 44).
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BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

L

Sasaran yang akan diwujudkan

Adapun sasaran yang akan diwujudkan adalah
terselenggaranya Satu Data Indonesia kabupaten Sukoharjo
Tahun 2026, dimana didalamnya memuat program dan
kegiatan, organinasi perangkat daerah mana yang
menyelenggarakannya serta didukung oleh perangkat daerah
lainnya di tahun 2026.

Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2026 dilaksanakan sebagai pedoman
penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2026 .

B. Ruang Lingkup Materi

1.

Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi)
yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Satu Data Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026, yaitu:

Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

e. Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2026 adalah dokumen acuan  guna
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2026 untuk periode 1 (satu) tahun
anggaran.
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2. Muatan Materi yang diatur:

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati
ini terdiri dari:
a. Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

b. Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Sukoharjo
sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU merupakan
acuan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun
2026.

c. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

d. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari
2026
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun
2026 merupakan dokumen acuan guna Penyelenggaraan Satu
Data Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 untuk periode
1 (satu) tahun anggaran.

2. Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia
dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia.

B. Saran

Setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo
Tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2026 menjadi acuan guna Penyelenggaraan Satu Data
Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 untuk periode 1 (satu)
tahun anggaran.
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DAFTAR PUSTAKA

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6905);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

15



8.

10.

13,

12.

13.

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6657);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
112);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 46 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 44).
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